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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Indonesiaimerupakan negarabhukum, ditegaskan dalamiUndang-

UndangiDasar NegaraiRepublik IndonesiaiTahun 1945 (UUD 1945) ibahwa 

negara Indonesiaiberdasarkan atas hukum (Rechstaat) dan tidakiberdasarkan 

atas kekuasaanibelaka (macstaat). Ini artinya negara Indonesia adalah negara 

hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,imenjunjung 

tinggiihak azazi manusia idan menjamin semua wargainegara bersama 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sertaiwajib menjunjung 

hukum danipemerintahan  dengan tidakiada kecualinya.1 

Salahisatu bentuk hukum yangiditerapkan di Indonesiaiadalah 

hukumipidana, hukumipidana di Indonesia dapat dibagi dua yaitu 

hukumipidana umum dan hukum pidanaikhusus. Secara definitif 

hukumipidana umum  memiliki artiiPerundang-Undangan pidana yang 

berlaku umum.  Adapun hukumipidana khusus (Peraturan Perundang-

Undangan Pidana Khusus) dimaknai sebagai Perundang-Undangan di bidang 

tertentu yang memiliki sanksi pidana khusus contohiUndang-Undang Nomor 

                                                           

1 Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 
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31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakiPidana Korupsi. 2 

Sebagaimana diketahui bahwasanya tindak pidana korupsi yang terjadi 

di Indonesia sudah begitu meluas. Perkembangannya terus meningkat dari 

tahunike tahunibaik ditinjau dari jumlah kasus yangiterjadi, jumlahikerugian 

negaraimaupun dilihat dariisegi kualitas tindak pidanaidengan modus 

operandi yang selalu mengalamiidinamisasi dari segala sisi dan semakin 

sistematisisehingga sulit dalam melakukan pembuktiannya. 

Andi Hamzah menyatakan pendapat bahwa masalahikorupsi telah 

mendunia. Buktinyaitelah ada konvensiiinternasional mengenai 

pemberantasanikorupsi, jadi penentuaniperingkat korupsi di Indonesiaiyang 

sedemikian tingginyaidapat dipertanyakanikebenarannya, karena dapat dilihat 

negarailain yang sampai mempergunakanikekuatan militeriuntuk 

memperebutkan kekayaaninegara yang lainnya, iniimerupakan suatu 

tingkatan dari persoalan korupsiiindividual atau kelompokimenjadi korupsi 

negara.3 

Salah satu modusioperandi dalam tindak pidana korupsi adalah suap 

menyuap. Dalam modus suap menyuap, Komisi PemberantasaniKorupsi 

(KPK) biasanya mengandalkan OperasiiTangkapiTangan (OTT). Selama 

                                                           

2Agus Bastom, 2008, Himpunan Peraturan tentang Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.  
20. 

3Andi Hamzah, 2004, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional 

dan  Internasional, Raja Grapindo Persada, Jakarta, hlm. 13. 

1
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KPK didirikan, cara ini sudah diterapkan dengan sangat baik. Bahkan, dalam 

melakukan OTT, sering diikuti drama dari para pelaku yang terjerat kasus. 

Bahkan, cerita di balik OTT juga menghiasi model penanganan yang menjadi 

senjata ampuh bagi KPK tersebut. Misalnya saja OTT yang menjerat Ahmad 

Fathanah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 4 

Adanya ancaman pidana mati dalamiUndang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 sebagaimanaitelah diubah denganiUndang-UndangiNomor 20 Tahun 

2001 seolah-olah memperlihatkan keseriusan Pemerintah dan DPR dalam  

memberantas korupsi. Bahkan pidana mati tersebut juga pernahidigunakan 

sebagaiialat dan juga tema kampanyeicalon presidenidan wakilipresiden 

beberapa waktuiyang lalu untuk memperkuat komitmennya dalam upaya 

program pemberantasanikorupsi di Indonesia. Namun, padaikenyataannya, 

sampaiisaat ini belum ada seorangikoruptor pun yang di pidanaimati, hal 

inilah penyebab tidak adanya efek jera terhadap pelaku korupsi.5 

Kesungguhanipemerintah dalam menanggulangiitindak pidanaikorupsi 

merupakan komitmen yang tidak dapatidipungkiri, harus dilaksanakanisecara 

konsekuen penuhitantangan dan risiko, walaupun kendalaisangat komplek, 

tetapi peraturaniyang telah ada dijadikan sebagai pedoman kerja bagi aparat 

penegak hukum.  

                                                           

4 Diakses dari http://www.hukumonline.com tanggal 15 September 2016. 

5Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian 
Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 305-306. 
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Dalamimenanggulangi kejahatanitindak pidana korupsi yang 

merupakan kejahatan luaribiasa, maka penanggulangannyapun harus luar 

biasaidan pedoman pelaksanaannya sudah ada ketentuannya sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 31iTahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20iTahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Di Sumatera Barat sebanyak enam orang diamankan dalam operasi 

tangkap tangan (OTT) di empat lokasi berbeda. Enam orang tersebut yakni, I 

Putu Sudiartana yang merupakan anggota Komisi III DPR RI, Noviyanti 

(Sekretaris Putu), Muchlis (suami dari Noviyanti), Suhemi (pengusaha), 

Yogan Askan (pengusaha), dan Suprapto (Kepala DinasiPrasarana, Jalan, 

Tata Ruang dan PemukimaniProvinsi SumateraiBarat). Lima orang 

ditetapkan sebagai tersangka, kecuali Muchlis yang akhirnya dilepaskan oleh 

KPK karena tidak terkait langsung dengan kasus ini. Mereka diduga terlibat 

kasus suap proyek infrastruktur di Sumatera Barat. Kasus suap ini berkaitan 

dengan rencana pembangunani12 ruas jalan yang anggarannya berasal dari 

APBN-Pi2016. Suapnya sendiri berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratusijuta 

rupiah) dalam bentuk bukti transfer. Dari uraian lataribelakang masalah di 

atasipenulis tertarik untuk melakukan penelitianidenganijudul MODUS 

OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN 

JALAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA 

PERKARAiNOMOR : 80/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. 

B. RumusaniPermasalahan 
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Berdasarkanihal-hal diatas, maka dapatidirumuskan permasalahan 

pokok dalam penelitianiini sebagai berikut :  

1. Bagaimana mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 

APBN-P Tahun 2016 untuk pengadaan jalan di Provinsi Sumatera Barat? 

2. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada pengadaan 

jalan di Provinsi Sumatera Barat pada perkarainomor : 

80/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst? 

C. TujuaniPenelitian 

Adapunitujuan penelitian yangiingin dicapai adalah untukimendapatkan 

gambaran secara rinci dan tepat serta konkrit mengenai persoalan yang 

diungkapkan di dalamirumusan permasalahan tersebut di atas, iyaitu : 

1. Untukimengetahui mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus 

(DAK) pada APBN-P Tahun 2016 untuk pengadaan jalan Di Provinsi 

Sumatera Barat. 

2. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada 

pengadaan jalan di Provinsi Sumatera Barat pada perkarainomor : 

80/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst? 

D. ManfaatiPenelitian 

Kegiatanipenelitian ini diharapkan dapatimemberikan manfaat bagi 

pihak-pihak baikisecara teoritis maupun secaraipraktis, antarailain;  

1. Teoritisi 

      Dariihasil penelitian ini diharapkanidapat : 
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a. Menjadi sumbanganipemikiran untuk pengembangkaniilmu, terutama  

dalam bidangihukum pidana khusus yaituitindak pidanaikorupsi 

sehingga dapatimemberikan gambaran bahwaiada beberapa modus yang 

digunakan dalam melakukan tindak pidanaikorupsi.  

b. Merupakanibahan untuk penelitianilanjutan, baik sebagaiiacuan 

maupun sebagaiipembanding bagi penelitianiselanjutnya. 

2. Praktis 

Secaraipraktis dari hasil penelitianiini diharapan dapatimemberikan 

sumbangan pemikiran bagi aparatipenegak hukum terutama pada kasus 

tindak pidana korupsi. 

E. Kerangka TeoritisiDan Konseptual  

1. KerangkaiTeoritis 

a. Teori GONE oleh Jack Bologne 

Melalui Teori yang disimplifikasi dengan sebuah akronim GONE, Jack 

Bologne menyebut Greedy, Opportunity, Needs, dan Expose sebagai 

akar penyebab terjadinya korupsi. Menurut JackiBologne akar 

penyebab korupsi ada empat, yaitu: 

G = Greedyi 

O = Opportunityi 

N = Needsi 

E = Exposei 

Greedy, iberkaitan dengan keserakahan dan kerakusanipara pelaku 

korupsi, karenaikoruptor merupakan orangiyang tidak puas akan 
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keadaanidirinya. Opportuniy, maksudnya adalah sistemiyang memberi 

peluang untuk melakukanikorupsi. iNeeds, adalah sikap mentaliyang 

tidak pernahimerasa cukup, kebutuhannya yang tidakipernah usai. 

Exposes, imenjelaskan bahwa hukuman yangidijatuhkan kepada para 

pelaku korupsi tidakimemberi efek jeraibagi pelaku maupuniorang lain. 

Menurut JackiBologne, jika empativariable tersebutidigabungkan, 

maka akan menjadi formulasiiyang paling tepat untuk terjadinya 

tindakanikorupsi. Keserakahani (greedy) yang didukungidengan terbuka 

lebarnyaikesempatan (opportunity) kemudianidiperkuat olehikebutuhan 

(needs) iakan memunculkanikeinginan untukikorupsi. Keinginaniuntuk 

melakukanikorupsi ini juga diperkuatidenganihukuman yang menjerat 

(expose) ipara pelaku korupsiidi anggap tidakimemberiiefekijera. 

Teori GONE dari Jack Bologne menggambarkan keadaan 

Indonesia pada saatisekarang ini. Korupsiiyang sampai saat ini yang 

tidak jugaikunjung tuntasidan terus menerusiterjadi, khususnyaipada 

birokrasiiIndonesia, digambarkan oleh Bologneiterjadi melalui 

empativariabel sebab itu.  

b. Teori Bekerjanya Hukum oleh Robert Seidman 

Teori RobertiSeidman adalah tentang “the law of the non 

transferability of law” (hukum tidakidapat begitu saja ditransfer  dari 

suatu masyarakat keimasyarakat lainnya). Jadi menurutiSeidman, untuk 

menyesuaikanidiri dengan suatu perubahan, kita tidak dapatibegitu saja 

mentransfer hukumiasing ke dalam masyarakatikita untuk langsung 
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diberlakukan. Mungkin saja perangkat hukum asing itu efektif didalam 

masyarakatnya sendiri, karena antara perangkat hukum asing itu dengan 

kebutuhan masyarakatnya sudahiselaras, antara hukum dengan 

pemikiran warga masyarakatnya sudah serasi, namun belum tentu 

cocok jika diterapkan pada masyarakat lain, yang berbeda perangkat 

sosialnya, berbeda nilai-nilai sosial yang dianutnya, berbeda stratifikasi 

sosialnya, serta berbeda tarafipemikiraniwarga masyarakatnya. Model 

tentang bekerjanyaihukum ini digambarkan dalam bentuk bagan 

sebagai berikut : 
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Bagan tersebut di uraikan di dalam dalil-dalil berikut : 

1) Setiap peraturan  memberitahu ibagaimana seorang pemegang 

peranan (role occupant) itu diharapkaniuntuk bertindak.  

2) Bagaimana seorangipemegang peranan ituiakan bertindak sebagai 

suatu respons terhadapiperaturan  hukum yang merupakanifungsi 

Gambar 1. 
Teori Bekerjanya Hukum 

 
 

 

 

 

 Umpan balik 

  

                Umpan balik                         Norma                        Norma  

 

 Aktifitas penerapan 

 

 

 
 
 
Sumber : Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung
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dari peraturan-peraturan yangiditujukan kepadanya, sanksi-

sanksinya, iaktivitas dari lembaga-lembaga pelaksanaiserta 

keseluruhan komplek kekuatan sosial, politikidan lain-lainnya 

mengenaiidirinya. 

3) Bagaimana lembaga-lembagaipelaksana itu dapat bertindak sebagai 

responsiterhadap peraturan hukum yang merupakanifungsi 

peraturan-peraturan hukumiyang ditujukan kepadaimereka, sanksi-

sanksinya, keseluruhan kompleksikekuatan-kekuatan sosial, politik 

dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan 

balik yang datang dari paraipemegang peranan. 

4) Bagaimana para pembuatiUndang-Undang itu akan bertindak 

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku 

mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan-kekuatan 

sosial, politik, ideologisidan lain-lainnya yang mengenai diri mereka 

serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta 

birokrasi.6 

Dari kutipanidi atas dapatidiketahui, bahwa setiapianggota masyarakat 

sebagaiipemegang peranan di tentukan tingkah-lakunyaioleh pola 

peranan yangidiharapkan daripadanya, baik olehinorma-norma hukum 

yang berlaku maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum. 

 

                                                           

6Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Cetakan ke-10, Angkasa Bandung, 
Bandung, hlm. 27-28.  
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2. Kerangka Konseptual 

Dalam kerangka konseptual ini, penulisimengemukakan beberapa 

konsep yangiperlu diberikan pemahamaniberkaitan dengan modus 

operandi tindak pidana korupsi pada pengadaan jalan di Provinsi Sumatera 

Barat pada perkarainomor : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Konsep-

konsep tersebut meliputi: 

a. Modus operandi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modus  operandi berarti 

modus yang digunakan oleh para penjahat untuk melakukan tindakan 

pidana. Dalam kasus pidana, para aparat hukum akan meneliti modus 

operandi yang dilakukan oleh penjahat yang diincarnya sebelum 

melakukan penangkapan atau penyergapan untuk memudahkan proses 

penangkapan. Modus operandi tersebut sifatnya berulang. 

b. Korupsi  

MenurutiBlack’s LawiDictionary korupsi adalah suatuiperbuatan 

yangidilakukan denganimaksud untuk memberikanisuatuikeuntungan  

yangitidak resmiidengan hak-hakidari pihakilain secaraisalah 

menggunakanijabatannya atauikarakter untukimendapatkan sesuatu  

keuntunganiuntuk dirinya sendiri maupun orangilain. 7 

                                                           

7Rohim, 2008, Modus operandi Tindak Pidana Korupsi, Multi Media, Jakarta, 

hlm. 2 
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Menurut Baveniste jenis-jenis korupsi ada beberapa macam, antara 

lain : 

1) Dicretionary Corruption adalah korupsiiyang dilakukan karena 

adanya kebebasanidalam menentukanikebijaksanaan, sekalipun 

nampaknyaibersifat sah, namun bukanlah praktik-praktik iyang dapat 

diterima olehipara anggotaiorganisasi. 

2) Illegal Corruption, merupakanijenis tindakan yangibermaksud  

mengacaukanibahasa maupun maksud-maksudihukum, regulasi dan 

peraturanitertentu. 

3) Mercenary Corruption,  adalahijenis tindak pidana korupsi  yang 

bertujuan untukimemperoleh keuntunganipribadi, melalui 

penyalahgunaanikekuasaan daniwewenang.  

4) Ideologi Corruption, merupakan jenis dari korupsiiillegal corruption 

maupun dicretionary corruption namun, perbuatannyaidimaksudkan 

untuk  mengejaritujuan kelompok.8 

c. TindakiPidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi mempunyai pengertian kegiataniyang 

dilakukaniuntuk memperkayaidiri sendiri maupun memperkaya 

kelompokidimanaikegiatan tersebut telah melanggarihukumikarena 

merugikaninegara. 

                                                           

8Erhansjah Djaja, 2010, Memberatas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, 

Jakarta. hlm. 21 
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Unsur-unsur kejahatan tindak pidana korupsi, mencakup : 

a) Penyalahgunaan kesempatan, sarana, dan kewenangan 

b) Memperkayaidiri sendiri, orangilain, maupunikorporasi 

c) Merugikaniperekonomian negaraiatau keuangan negara 

Beberapa contoh kecil tindakipidana korupsiiyang sering terjadi: 

a) Menerima atau memberi hadiahi(penyuapan) 

b) Pemerasan dan penggelapanidalam jabatan 

c) Ikutiserta menggelapkanidana suatu pengadaanibarang 

d) Menerima suatu grativikasi 

d. Pengadaan jalan 

Pengadaan adalah bentukiimplementasi penyelenggaraaninegara 

dibidangianggaran. Sistemipengadaan dibuat untuk memudahkan 

pemerintah dalamimelakukan belanjaianggaran agar lebih efektif, 

efisien, daniekonomis. Sementaraidisisi lain efisiensi akan dicapai 

apabila proses pengadaanidilakukan secaraitransparan, dan diikuti 

dengan jumlahipeserta yang cukup banyak, kemudian mengedepankan 

prosesipersaingan yangisehat. 

F. Metode Penelitian 

1. TipeiPenelitian 

Berdasarkan judulipenelitian dan rumusanimasalah, penelitian yang 

dilakukanitermasuk dalam kategori penelitian YuridisiNormatif. Yuridis 

maksudnyaipenelitian yang dilakukan berada dalam ranah hukum. 

Sedangkan Normatif karena penelitian yang penulis lakukan untuk 
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mengetahui modus operandi tindak pidana korupsi pada pengadaan jalan di 

provinsi Sumatera Barat pada perkaraiNomor : 

80/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan analisis 

bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi pada pengadaan jalan di 

Provinsi Sumatera Barat pada perkaraiNomor : 

80/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst 

3.  Jenis Data  

Dalamipenelitian hukum normatif ini penulisimenggunakan dataisekunder 

berupa bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan hukum primer: 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia 

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah 

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan 

11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah 

12) Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi dan 

Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus 

13) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah 

14) Peraturan Menteri Teknis/Kepala Lembaga terkait tentang Petunjuk 

Teknis Dana Alokasi Khusus Masing-masing Bidang 

15) Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

16) Putusan Nomor : 80/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST 

b. Bahanihukum sekunder  

Bahan hukumisekunder merupakan bahan hukumiyang dapat 

memberikanipenjelasaniterhadap bahan hukumiprimer. Bahan hukum 

sekunderitersebutiadalah : 
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1) Buku-bukuiilmiah yangiterkait 

2) Hasilipenelitian 

c. Bahan hukumitersier 

Bahan hukumitersier adalah bahanihukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahanihukum primer maupun bahanihukum 

sekunder. Bahan hukum tersebut berupi kamus hukum. 

4. TeknikiPengumpulan Data  

Teknik pengumpulan dataiyang digunakan adalah studiidokumen. Studi 

dokumentasiimerupakan suatu teknik pengumpulanidata denganicara 

mempelajariidokumen untuk mendapatkan informasi atau data yang 

berhubungan dengan masalah yangisedang diteliti. 

5.  Analisisidata 

Analisisidata merupakan tahap yangipaling penting dan menentukan, 

karenaiproses pengolahan data terjadiipada tahap ini. Dalam penelitianiini, 

Penulis menggunakaniteknik analisis isi (content of analysis) berdasarkan 

prinsip logis sistematis, yang berarti hasilipenelitiannya akan dijelaskan 

dalam hubungannyaidengan kerangka teoritikiatau tinjauan pustaka. 

 

 

 

 


